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ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara Verbal sebagai Hidden Crime merupakan suatu
Tindak Pidana yang berada diranah pribadi atau ranah domestic. Ranah ini sering kali tidak
tersentuh oleh upaya penal dan sering kali bisa di klasifikasikan sebagai hal yang kasat
mata. Hal ini dikarenakan Tindak Pidana ini bisa jadi berhubungan dengan budaya atau
kebiasaan yang ada pada masyarakat, walaupun Tindak Pidana tetap merupkan suatu
perbuatan melawan hukum. Beberapa hal yang menghambat seperti kesadaran sosial dalam
mengetahui Tindak Pidana ini adalah berasal dari budaya dan stigma masyarakat. Hidden
crime mempunyai artian sebuah kejahatan yang tersembunyi atau terselubung. Dengan
artian, kejahatan ini bersembunyi dibalik stigma-stigma dan anggapan kuno yang ada pada
masyarakat. Akibat dani hal itu, hanya sedikit kejahatan ini yang tercatat dan terselesaikan
secara penal. Akibat dari hal itu adalah suatu kesenjangan yang terjadi merangkup suatu
stigma gender. Bahwa da anggapan laki-laki sebagai yang berkuasa atas yang lainnya
dalam suatu keluarga mengakibatkan suatu kesemena-menaan, Analisis hukum ini ditinjau
dari segi tinjauan terhadap korban, terhadap hidden crime, juga terhadap Kekerasan Dalam
Rumah Tangga itu sendiri. Analisis hukum ini membahas tentang pertanggungjawaban
terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Verbal sebagai Hidden Crime, Bentuk-
Bentuk perlindungan Hukumnya, serta Peran yang mempengaruhi dalam pengungkapan
kekerasan ini, baik yang mendukung maupun menghambat. Penelitian ini menggunakan
teon pertanggungjawaban, teori viktimologi, serta teori perlindungan hukum. Mengingat
perlindungan hukum dan pengupayaan baik secarar fisik, psikis, medis, dan moril pada
korban diperlukan untuk menjamin hak-hak korban dimana biasanya hukum pidana hanya
memperhatikan kepada letak kesalahan saja atau pelaku tindak pidana tersebut tanpa
memperhatikan ataupun kurang memperhatikan bagaimana proses rehabilitasi korban baik
secara hukum maupun sosial, unsur kesetaraan baik dalam hak maupun gender, beserta
penanggulangannya.

Kata Kunci : Perlindungan; Korban; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Secara
verbal; Hidden Crime

Mengetahui,
Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu

%Q/

Rd. Muhammad Ikhsa H uri S.H..M.H.
NIP. 196802211995121001 NIP. 199404152019032033

Ketua Bagi}Ziukum Pidana

’]A ——
Rd. Muhammad Ikhsan, 5.H, M.H.
NIP. 196802211995121001

XV



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inti dari selurun kehidupan manusia sesungguhnya sangat
mendambakan kehidupan yang aman, damai, dan bahagia. Tidak ada satupun
manusia yang menginginkan hak-hak yang melekat pada dirinya tidak
terpenuhi. Seperangkat hak itu melekat pada setiap aspek-aspek kehidupan
dalam bermasyarakat sejak manusia itu lahir. Oleh karena itu, hak-hak tersebut
harus dilindungi dan dijamin untuk terusnya keberlangsungan hidup dalam

bermasyarakat secara konkrit.

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak dasar yang melekat
pada diri manusia sejak manusia lahir. Dalam Hak Asasi Manusia, ada
penjaminan bahwa seluruh hak dasar manusia dalam keberlangsungan hidupnya
harus dijaga, dilindungi, dan tidak boleh dilanggar. Dalam hal ini, Hak Asasi
Manusia secara dasar telah melekat dan ada pada setiap aspek kehidupan

manusia itu sendiri, dari secara umum hingga khusus.

Salah satu contoh konkrit upaya bangsa dalam penegakkan HAM yang
ada adalah pembebasan bangsa Indonesia dari masa penjajahan. Walaupun
demikian, segala upaya penegakkan HAM terus dilakukan hingga kini untuk
menjamin kehidupan masyarakat. Pada bagian pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertegaskan menyebutkan bahwa



sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan.! Bagian pembukaan ini dengan nyata
menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan suatu hak dasar yang wajib
dimiliki seluruh negara untuk menjamin terbebasnya dunia ini dari penjajahan.
Secara lengkap dan konkrit, Negara Indonesia menjamin hak-hak seluruh

anggota masyarakatnnya pada Pasal 27 hingga Pasal 38.

Persamaan hak dimata hukum atau equality before the law merupakan
salah statu hak dasar yang melekat pada manusia. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
menyebutkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum. Makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi
negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara Indonesia. Upaya
tersebut juga tidak berhenti pada negara Indonesia saja. Persatuan Bangsa-
Bangsa (PBB) atau United Nations bersama dengan negara di seluruh dunia
juga mengupayakan penegakkan HAM secara adil dan merata kepada seluruh
negara. Salah satunya dalam Instrumen Penegakkan HAM dunia adalah
Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration
of Human Rights (UDHR) yang berisi 30 Pasal tentang Hak-Hak Asasi Manusia

pada Tanggal 10 Desember 1948 yang disetujui dan diratifikasi oleh Indonesia.

! Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Preambule.



Pengupayaan dan perjuangan penegakkan HAM terus berlanjut seiring
berkembangnya kondisi sosial pada manusia. Banyak permasalahan sosial dan
hukum yang menyangkut HAM terus digaungkan di seluruh dunia. Beberapa
diantaranya adalah penghapusan diskriminasi, penghapusan kekerasan, dan
persamaan hak dimata hukum yang sampai sekarang masih relevan dengan
kondisi saat ini. Pasal 7 UDHR menyebutkan bahwa semua orang sama di
depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa
diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap
bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap

segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Salah satu yang menjadi konsen atau “pekerjaan rumah” bagi
penegakkan hukum dan HAM di Indonesia maupun di dunia adalah
penghapusan kekerasan maupun diskriminasi, yang lebih banyak terjadi pada
perempuan dan anak, terkhususnya di lingkungan keluarga, walaupun tidak
menutup kemungkinan tetap adanya diskriminasi yang terjadi pada kaum pria.
Penegakkan hak-hak dan penghapusan diskriminasi pada anak dan wanita telah
disuarakan sejak lama. Oleh karena itu dunia melalui PBB membuat konvensi
internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang
disebut Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against
Women, disingkat CEDAW, dan juga United Nations Convention on the Rights
of the Child atau UN-CRC sebagai penjamin Hak-Hak Anak yang telah
diratifikasi oleh indonesia menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala



Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Keputusan Presiden
(KEPPRES) No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights
Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Konvensi dan perjanjian
internasional ini diharapkan menggalakkan kesadaran seluruh lapisan manusia
akan penegakkan Hak Asasi Manusia terkhususnya pada perempuan dan anak.
Pada penelitian ini, penulis memilih pembahasan tentang kekerasan atau
diskriminasi yang terjadi di lingkungan masyarakat kecil, atau yang biasa

disebut keluarga.

Setiap manusia dalam suatu keluarga tentunya sangat menginginkan
keutuhan dan kerukunan suatu keluarga. Tentunya keluarga tersebut harus
dilandasi oleh rasa bahagia, aman, tentram, dan damai. Hal ini tentunya sangat
ditentukan oleh kualitas sikap dan perilaku setiap anggotanya, dan juga
pengendalian diri setiap anggota keluarganya. Ada suatu anggapan bahwa
lingkungan di luar rumah memiliki kecenderungan lebih berbahaya
dibandingkan di dalam rumah. Anggapan tersebut bisa jadi benar, namun
pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Pendapat atau stigma masyarakat
seperti ini merupakan akibat dari banyaknya kejahatan yang terungkap dan
dipublikasikan di luar rumah. Masyarakat menganggap bahwa rumah
merupakan tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang
tinggal di dalamnya, berdasarkan dan berlandaskan kasih sayang dan saling

menghormati antar sesama anggota keluarga.



Masyarakat tidak menyadari bahwa di dalam rumah juga bisa menjadi
tempat yang mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan dalam bentuk
apapun dan berapapun tingkat keseriusannya, ternyata dapat dialami oleh
anggota keluarga itu sendiri di dalam rumah yang seharusnnya bisa menjadi
tempat untuk saling mengasihi dan menghargai serta menghormati. Rumah
yang seharusnya bisa menjadi tempat untuk orang berlindung justru menjadi
sumber penyebab terjadinya penderitaan.? Kekerasan dalam rumah tangga
biasanya dapat menimpa istri dan anak yang menurut konstruksi sosial sebagian
masyarakat dianggap warga sebagai kelas 2 dalam bangunan keluarga laki-laki

atau secara patrilineal.

Laki-laki akan ditempatkan sebagai kepala rumah tangga dalam
keluarganya. Sehingga perempuan dan anak sering dikonstruksikan sebagai
manusia yang tidak berdaya, alias harus tergantung kepada status laki-laki itu
sendiri, dan ditambah pula adanya stigma tidak berdaya sehingga harus
menuruti dan menerima apapun kemauan dan perlakuan dari laki-laki. Hal ini
menyebabkan bahwa kebanyakan dari korban kekerasan dalam rumah tangga
merupakan anak dan perempuan. Hal ini begitu ironis jika mengingat bahwa
rumah dan keluarga seharusnya menjadi tempat orang-orang berpulang dengan
rasa aman, melepas penat, mendapatkan kasih sayang dan ketentraman dari

dunia luar yang kejam dan melelahkan.

2 Rita Selena Kalibonso, Kejahatan Itu Bernama Kekerasan di dalam Rumah Tangga,
(Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, 2002), him. 8



Manusia baik laki-laki maupun perempuan, sejak lahir telah diberikan
hak dan kewajiban yang sudah melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang
wajib saling menghormati, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Hak dan kewajiban tersebut tertera secara jelas pada Pasal 28A sampai Pasal
28J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hak tersebut adalah
hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan hati dan nurani, hak untuk
hidup sejahtera lahir dan batin, hak untuk perlindungan dan kepastian hukum,
serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk juga perlindungan
dari kekerasan dalam rumah tangga, dimana pelanggaran tersebut merupakan
pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat

kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang selayaknya harus dihapus.®

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bahwa, setiap
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam
lingkup rumah tangga.* Pada Pasal 1 dengan jelas disebutkan bahwa kekerasan

dalam rumah tangga bisa berupa kekerasan secara fisik, verbal (ancaman),

3 Indonesia, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23
Tahun 2004, Bag. Konsiderans, Lembaran Negara Tahun 2004 No. 95
4 Ibid, Ps. 1.



maupun psikis. Dalam penelitian ini penulis membahas perihal kekerasan dalam

rumah tangga secara verbal yang juga mempengaruhi kondisi psikis korban.

Kekerasan dalam rumah tangga secara verbal merupakan kekerasan
non-fisik atau kekerasan yang dilakukan tanpa adanya sentuhan fisik. KDRT
secara verbal bisa berbentuk seperti ancaman, makian, intimidasi, perundungan
dan seluruh kekerasan yang dilakukan secara perkataan yang dapat
menyebabkan tekanan batin, tekanan psikis, juga mengganggu keberlangsungan

hidup seseorang didalam suatu keluarga.

Dampak dari suatu kekerasan dalam rumah tangga adalah akan
mempengaruhi pada kondisi psikis dari korbannya. Baik itu kekerasan secara
fisik, verbal atau ancaman, juga penelantaran punya dampak buruk bagi kondisi
psikis seseorang, terlebih kekerasan tersebut dilakukan oleh orang yang
dipercaya, orang yang dikasihi, orang yang diberi mandat untuk mendidik dan
mengarahkan didalam suatu keluarga. KDRT bisa dilakukan oleh seluruh
anggota keluarga dan juga bisa menimpa seluruh anggota keluarga. Selain itu,
korban juga bisa mengalami dampak traumatis dan dampak kesehatan akibat

dari tekanan psikis yang korban terima.

Komnas Perempuan mencatat dampak KDRT telah menimbulkan
ketakutan, penderitaan berat, hingga gangguan psikososial pada
korban, menjadi disabilitas, keinginan bunuh diri, trauma berkepanjangan dan
hilangnya rasa percaya diri. Atas dampak tersebut korban yang membutuhkan

pemulihan komprehensif, dan pengupayaan fisik, psikis, dan moril.



Berikut penjelasan singkat perihal kekerasan verbal dan kondisinya di

Indonesia:

Gambar 1.1

Kekerasan Verbal

Peirtoid]

HEKERASAN VERBAL

Sebanyak 1 dari 4 remaja perempuan
mengalaml kokerasan verbal secara
berulang dalam berelasi dengan
lawan jenis

Prof. Dale Bagshaw darl University
of South Australla’s School of Social
Work and Social Policy: Kekerasan
verbal dapat berbentuk olok-olok,
sumpah serapah, bentakan, ancaman
kekerasan fisik & kritik yang
dilontarkan secara konstan

safevolcerorg, heatthyg

Sumber : Tirto.id®

-
-
-

. Kekerasan verbal berdampak

timbuinya rasa takut d m dirl
korban. Korban kekerasan verbal
menjadl waspada berlebihan &
memiliki masalah kepercayaan
terhadap orang lain, termasuk
yvang dia sayangl

a, peraturan terkait
n verbal tercantum dalam
UU No, 23 Tahun 2004 tentang
penghapusan kekerasan dalam
rumah tangga. Dalam pasal 7,
kekerasan jenis inl didefinisikan
sebagal perbuatan yang
mengakibatkan ketakutan, hilangnya
rasa percaya dirl, hilangnya
kKemampuan untuk bertindak, rasa
tidak berdaya, dan/ atau penderitaan
berat pada seseorang

I Mo, " passl 7

5 Tirto.id, “Ucapan Keras: Ketegasan atau Kekerasan Verbal”, https://tirto.id/ucapan-
keras-ketegasan-atau-kekerasan-verbal-ci4. (Diakses pada tanggal 15 November 2021)


https://tirto.id/ucapan-keras-ketegasan-atau-kekerasan-verbal-ci4
https://tirto.id/ucapan-keras-ketegasan-atau-kekerasan-verbal-ci4

Gambar 1.1 di atas menjelaskan kekerasan verbal secara singkat namun
dapat dilihat bahwasanya potensi kekerasan verbal terhadap remaja memiliki
potensi yang sangat besar, hal ini berdampak pada psikologis dan psikososial
dari remaja tersebut hingga pada akhirnya kemampuan mental remaja akan
mengalami gangguan yang cukup kuat salah satunya adalah ketidakpercayaan
diri, prestasi menurun hingga pada gangguan mental parah, dorongan untuk
melakukan bunuh diri pun bisa saja terjadi pada remaja. Tindakan tegas
terkadang dibutuhkan melalui suatu perkataan jika cara-cara argumentatif dan
persuasif tidak cukup efektif dalam mengubah cara pandang dan perilaku
seserorang. Namun, jika cara ini dilakukan untuk menjatuhkan kondisi psikis
dan mental seseorang, tindakan ini tidak akan mendatangkan dampak positif

bagi keduanya.

Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan verbal yang
merupakan bagian dari kekerasan psikis. Suatu tindakan dapat dikatakan
kekerasan verbal ketika si pembicara menunjukkan suatu penghinaan lewat
tuduhan dan pemberian predikat tertentu kepada orang lain. Kekerasan verbal
juga dapat terwujud dalam bentuk ancaman, candaan yang merendahkan,
teriakan, pembatasan dan pengalihan saat hendak mengutarakan pendapat,
ejekan pada seseorang tanpa diketahuinya, dan aksi menyuruh dengan

Sewenang-wenang.

Kekerasan yang sering dilakukan didalam rumah tangga juga akan
berpengaruh pada seluruh anggota keluarga terkhususnya anak-anak karena

sifat yang dapat meniru setiap orang yang dilihat pada orang terdekatnya, dalam
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hal ini ibu dan ayah sebagai orang tua. Kecenderungan ini sangat berbahaya

bagi kesehatan mental seorang anggota keluarga serta perilakunya.®

Pada awalnya, kekerasan dalam rumah tangga yang semula dianggap
sebagai persoalan internal dalam lingkup keluarga dengan mempertimbangkan
akibat yang ditimbulkan, oleh hukum telah dikriminalisasi menjadi suatu
bentuk kejahatan yang sangat serius, bukan saja kejahatan atas pribadi korban
namun oleh hukum kejahatan dalam rumah tangga telah dimasukan sebagai
salah satu bentuk kejahatan atau pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.
Mengingat betapa seriusnya kejahatan ini, maka kejahatan kekerasan dalam
rumah tangga yang semula mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) selanjutnya oleh hukum secara lex specialis telah diatur di
dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga.

Namun, dikarenakan kekerasan ini terjadi pada ruang lingkup keluarga,
beberapa kasus atau banyak kasus tidak dapat terdeteksi bahkan tidak terlihat
pada permukaan. Bahkan seringkali kekerasan ini disebut sebagai hidden crime
(kejahatan yang tersembunyi. Disebut demikian, karena baik pelaku maupun
korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan
publik.” Situasi ini juga makin diperparah dengan ideologi dan stigma yang

kurang baik seperti KDRT terutama secara verbal merupakan permasalahan

® Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga,
(Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), him. 21.

" Moerti hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis
(Viktimologis, Jakarta : Sinar Grafika, 2010), him. 1.
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private atau pribadi keluarga tersebut, dan “membuka aib keluarga berarti
membuka aib sendiri”, situasi demikian dalam berbagai kesempatan
menyebabkan tingginya “the dark number” Karena tidak dilaporkan.® Hal
tersebut disebut juga fenomena gunung es, tidak semua kejadian dilaporkan

oleh korban.

Gambaran perihal kuantitas jumlah korban kekerasan dapat tercermin

dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2019

Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 dalam CATAHU 2019

Jumlah KtP dari tahun 2007 - 2018
CATAHU 2019

406,178
446
321,752 e
219,688 200320
Gz 259,150
216,156

143,586
105,103 "97‘07

25,522

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Keterangan: Diagram berdasarkan data dari Badilag dan data kuesioner yang diterima Kommnas Perempuan dari
tabun ke tahun.

Sumber : Catahu?®

8 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog, (Bandung : Alumni, 2009), him.
2.

® Kabar 24 (Bisnis.com), Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan 2018 Capai 406.178
Kasus, Naik 16,5%, https://kabar24.bisnis.com/read/20190306/15/896985/laporan-kekerasan-
terhadap-perempuan-2018-capai-406.178-kasus-naik-165. (Diakses pada tanggal 12 November
2021)


https://kabar24.bisnis.com/read/20190306/15/896985/laporan-kekerasan-terhadap-perempuan-2018-capai-406.178-kasus-naik-165
https://kabar24.bisnis.com/read/20190306/15/896985/laporan-kekerasan-terhadap-perempuan-2018-capai-406.178-kasus-naik-165
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Tabel 1.1 di atas adalah representasi atau penjelasan tentang data
terhadap jumlah kekerasan kepada perempuan dari Tahun 2007 hingga 2018
yang direkap oleh CATAHU pada Tahun 2019. Dapat terlihat bahwa kenaikan
yang signifikan terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 12 tahun terakhir,
membuat pertanyaan akan rasa empati dan simpati terhadap kemanusiaan yang
menurun, atau pengaruh dari status kejahatan terselubung (Hidden Crime) dari

KDRT itu sendiri.

Berdasarkan Catatan Tahunan tentang kekerasan terhadap Perempuan
yang disusun oleh Komnas Perempuan Tahun 2020, jenis kekerasan terhadap
perempuan yang paling banyak terjadi pada Tahun 2019 masih sama dengan
tahun-tahun sebelumnya, yaitu KDRT/RP (Ranah Personal) yang mencapai
angka 11.105 kasus atau 75%.° Akibat dari stigma dan ideologi yang kurang
baik pada KDRT, seperti “aib keluarga, ranah personal atau pribadi, dan juga
merupakan domestic violence”, pada akhirnya korban enggan untuk
melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak berwajib maupun kepada
kerabat lain, terlebih membuat persepsi masyarakat menjadi ragu untuk
memberikan pertolongan karena takut dianggap “mengintervensi” atau
mengikutcampuri urusan keluarga lain. Masyarakat yang melihat atau
mendengar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga melakukan pembiaran
karena tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain, padahal setiap

orang yang melihat dan mendengar atau mengetahui terjadinya kekerasan

10 Sali Susiana, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal
Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial DPR-RI, 2020, him. 14.



13

dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas
kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, atau
memberitahukan kepada pihak berwajib dan aparat penegak hukum seperti
Polisi, Advokat, atau Lembaga Bantuan Hukum dan organisasi-organisasi

lainnya.

Tabel 1.2
Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (1 Januari-19Mei 2021)

Rumah tangga

Fasilitas umum

Sekolah

Tempat kerja

Lembaga pendidikan kilat

Lainnya

] 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Dkatadata

Sumber : databoks.katadata.co.id*

Tabel 1.2 di atas menjelaskan tentang kasus kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak Berdasarkan Tempat Kejadian (1 Januari - 19 Mei 2021).
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, ada
4.696 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak 1 Januari - 19 Mei
2021. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 2.742 kasus kekerasan terjadi di

dalam rumah tangga. Ini membuktikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga

11 Databoks, “Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Banyak Terjadi di Rumah”,
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/20/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-
banyak-terjadi-di-rumah (Diakses paa tanggal 12 November 2021)


https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/20/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-banyak-terjadi-di-rumah
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/20/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-banyak-terjadi-di-rumah
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terhadap anak dan perempuan masih rentan sekali terjadi dan perlu perhatian

yang sangat khusus bagi korban dan juga kepada penanggulangannya.

Kondisi ini diperparah dengan adanya beberapa kasus yang
menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menolak menangani kasus KDRT
karena dianggap sebagai ranah pribadi. Akibatnya, kasus ini diselesaikan secara
kekeluargaan dan tidak adanya efek jera bagi pelaku serta perlindungan yang
tepat bagi korban. Hal ini berkaitan dengan salah satu upaya penanggulangan
Tindak Pidana non-penal atau tanpa melalui jalur tindak pidana (restorative
justice). Umumnya cara ini ditempuh agar pasangan suami istri atau keluarga

rukun kembali sehingga tidak ada jaminan KDRT akan berhenti.!2

Kembali di jelaskan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas
Perempuan 2020, menunjukan bahwa sepanjang tahun 2019 jumlah kasus
Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sebesar 431.471, jumlah ini meningkat
6% dibandingkan jumlah kasus KtP pada tahun sebelumnya sebesar (406.178).
Dari keseluruhan kasus KtP yang dilaporkan, kasus KtP pada ranah personal
berupa kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) mendominasi sebanyak
75% dan kasus kekerasan terhadap perempuan pada ranah publik sebesar 24%
(3.602 kasus). Sementara sisanya, sebesar 1 % adalah kasus kekerasan terhadap
perempuan yang dilakukan oleh negara, meliputi; kekerasan terhadap

perempuan terkait dengan tindak penggusuran lahan, kasus intimidasi kepada

2 Richard Sianturi, Nur Rochaeti, Budhi Wicaksono, “Studi Kriminologis Penanggulangan
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga Di Polrestabes Semarang”, Diponegoro Law
Journal, Volume 6, Nomor 1, 2017. him. 2
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jurnalis perempuan ketika melakukan liputan, pelanggaran hak administrasi
kependudukan terhadap perempuan, tuduhan berafiliasi dengan organisasi

terlarang terhadap aktivis HAM perempuan.

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa semakin majunya suatu
zaman atau teknologi, tidak menjamin majunya suatu pola pikir didalam
masyarakat terkhususnya pada ruang lingkup KDRT ini. Tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius,
walaupun masih sering kurang mendapat tanggapan yang serius dari masyarakat
dan para penegaak hukum. Hal ini yang menyebabkan mengapa tindak pidana
KDRT dapat dikategorikan sebagai Hidden Crime. Salah satu alasannya adalah
rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privasinya
berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan suatu rumah tangga, dan juga
beberapa pola pikir tidak maju lainnya bisa menjadi unsur pendukung tindak
pidana KDRT ini. Kurangnya keterbukaan pemikiran pada Tindak Pidana
KDRT membuat orang takut untuk berbuat sesuatu dan bertindak sesuatu dalam

penegakkan perlindungan terhadap korban.

Upaya dalam mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku
KDRT sangat dibutuhkan demi melaksanakan keberlakuan asas persamaan hak
dimata hukum sesuai dengan falsafah Pancasila sila ke-5 yaitu keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang

13 Siaran Pers Komnas Perempuan, “Merdeka dari Kekerasan Terhadap Perempuan: Hak-
Hak Asasi Perempuan adalah Hak-Hak Konstitusional ”, https://komnasperempuan.go.id/siaran-
pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-75-tahun-hari-kemerdekaan-republik-indonesia-
merdeka-dari-kekerasan-terhadap-perempuan-hak-hak-asasi-perempuan-adalah-hak-hak-
konstitusional-17-agustus-2020 (Diakses pada tanggal 16 September 2021)
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menyatakan bahwa, Segala warga negara bersamaan kedudukannya dimata
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dari pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya. Negara berpandangan bahwa segala bentuk
kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak
asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk

diskriminasi.

Gambar 1.2

Peran Pemerintah dalam Perlindungan Korban KDRT

& sers7maK
numwr&m&%ﬂmum LINDUNGI Y JAGA KELUARGA KITA
KORBAN KDRT DALAM SITUASI
PANDEMI COVID-19

Setiap korban KDRT harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau
masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan/ancaman kekerasan

N

PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DALAM PELAYANAN KORBAN KDRT

Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian
sesuai standar protokol kesehatan.

Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial,
dan pembimbing rohani untuk memberi pelayanan tatap
muka/ non-tatap muka.

Pembuatan/pengembangan sistem dan mekanisme kerja
sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban.

Memberi perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga,
dan teman korban.

£ @ = S

Pemerintah pusat & daerah sesuai tugas fungsi masing-
masing dapat bekerja sama dengan masyarakat/ lembaga

s sosial lain.

@ cxproANPA @ @KPP_PA aKeMENPPPA () KEMEN PP,

Sumber : KemenPPPA

14 Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, “Peran Pemerintah Pusan dan Daerah
dalam Pelayanan Korban KDRT”, www.twitter.com/kpp_pa/status/1269130243811540992
(Diakses pada tanggal 14 November 2021)


http://www.twitter.com/kpp_pa/status/1269130243811540992
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Gambar 1.2 di atas menjelaskan tentang peran pemerintah pusat
maupun daerah dalam melindungi korban KDRT beserta penanggulangannya.
KDRT yang terus meningkat pada pandemi covid-19 ini memerlukan perhatian
khusus dalam penanganannya. Pemerintah menjamin akan memberikan ruang
pelayanan khusus, pendampingan, perlindungan, serta penyediaan aparat,
tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani juga kerja sama

dengan masyarakat menanggulangi permasalahan sosial ini.

Sebagai contoh kasus, penulis menyematkan kasus dari artis Vicky
Zainal yang mengalami kasus KDRT secara Verbal. Kejadian ini ternyata telah
berlangsung selama 10 tahun selama pernikahannya. "Bukan fisik, jadi psikis
dan verbal, iya kata-kata kotor dan kasar," kata kuasa hukum Vicky Zainal. Tapi
sang korban dalam kasus ini lebih memilih diam, bisa jadi dalam hal ini
dikarenakan oleh stigma yang ada pada KDRT ini. Lantas, ada berbagai
pertimbangan yang membuat aktris 40 tahun itu sebelumnya memilih diam.
Selain demi nama baik suami, pada saat itu Vicky Zainal mengaku masih
mencintai suaminya. Sehingga banyak hal yang ia simpan sendiri terkait
perlakuan Muliawan Poernomo, sebagai suami dan sekaligus pelaku. Semua itu
dilakukan sang aktris demi mempertahankan pernikahannya dengan sang

suami.t®

5 Tribun News, “Alami KDRT Verbal oleh Suami Sendiri, Vicky Zainal Beberkan Alasan
Bisa Bertahan hingga 10 Tahun”, https://www.tribunnews.com/seleb/2021/05/07/alami-kdrt-
verbal-oleh-suami-sendiri-vicky-zainal-beberkan-alasan-bisa-bertahan-hingga-10-tahun?page=all.
(Diakses pada tanggal 15 November 2021)


https://www.tribunnews.com/seleb/2021/05/07/alami-kdrt-verbal-oleh-suami-sendiri-vicky-zainal-beberkan-alasan-bisa-bertahan-hingga-10-tahun?page=all
https://www.tribunnews.com/seleb/2021/05/07/alami-kdrt-verbal-oleh-suami-sendiri-vicky-zainal-beberkan-alasan-bisa-bertahan-hingga-10-tahun?page=all
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KDRT secara Verbal tidak hanya dialami oleh masyarakat biasa,
ternyata Tindak Pidana ini dialami juga oleh istri Kadishub Bojonegoro. Istri
Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro Iskandar, Titik Purnomosari datang ke
Mapolda Jatim untuk memenuhi panggilan penyidik. Titik menjalani
pemeriksaan sebagai korban sekaligus saksi atas kasus perzinaan suaminya. Tak
hanya diperiksa penyidik, Titik juga menjalani pemeriksaan psikologi di RS
Bhayangkara Polda Jatim. Pemeriksaan ini lantaran Titik mengaku
mendapatkan kekerasan verbal secara psikis dari suaminya. "Sesuai dengan
laporan ibu Titik mengenai kekerasan psikis, bukan fisik tapi psikis. Kalau
kekerasan fisik berarti ada visum et repertum. Sekarang dalam kekerasan psikis
sesuai dengan undang-undang KDRT Kkita bisa membuat alat bukti visum
sebagai bahan tuntutan di pengadilan, tapi namanya bukan visum et repertum
dalam hal psikis kekerasan psikis namanya visum psikiotrapikum untuk psikis,"
papar Ferry sebagai kuasa hukum korban. Kejadian ini menggambarkan bahwa
KDRT secara Verbal ini bisa terjadi pada seluruh kalangan dan semua lapisan

masyarakat.®

Kasus lain tentang KDRT secara Verbal yang dialami oleh artis adalah
kasus dari Nindy Ayunda. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh
Nindy Ayunda membuatnya merasa terpuruk, kekerasan itu bukan hanya secara
Verbal saja, melainkan juga secara Fisik sehingga membuat gangguan psikis

atau trauma bagi korban. Berkat kekerasan yang Nindy dapatkan, membuat ia

16 Detik News, “Istri Kadishub Bojonegoro Ngaku Alami Kekerasan Verbal Secara
Psikis”, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4522076/istri-kadishub-bojonegoro-ngaku-
alami-kekerasan-verbal-secara-psikis, (Diakses pada tanggal 15 November 2021).


https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4522076/istri-kadishub-bojonegoro-ngaku-alami-kekerasan-verbal-secara-psikis
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4522076/istri-kadishub-bojonegoro-ngaku-alami-kekerasan-verbal-secara-psikis
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merasa sangat jelek. Bahkan Nindy Ayunda merasa terpuruk, seolah tidak ada
yang menginginkan dirinya. "Pada masa pernikahan itu psikis aku sih luar biasa,
badan aku habis, terus aku ngerasa, 'saya nih kok rasanya apa sih sejelek itu ya?
Ada nggak orang yang mau sama saya?' Karena aku bukan hanya KDRT secara
fisik tapi verbal pun juga aku dapatkan,” ungkapnya pada kanal YouTube
MAIA ALELDUL TV, dikutip Tribunnews, Rabu (11/8/2021). Perlakuan yang
diterima oleh Nindy tidak pernah diceritakan kepada siapa pun. Dirinya
menyimpan permasalahan itu sendiri.!’ Dari ketiga kasus diatas, penulis dapat
memetik bahwa KDRT bisa terjadi kepada siapa saja, terkhususnya secara
Verbal. Hal ini dikarenakan KDRT secara Verbal sangat mudah sekali untuk
digunakan dan dilakukan melalui perkataan, umpatan, manipulasi, ancaman
secara Verbal, dan lain-lain. Dua dari tiga kasus diatas juga menyebutkan bahwa
korban lebih banyak menyimpan semuanya sendiri, tidak melaporkan kepada
siapapun dengan berbagai alasan. Seperti sayang akan anggota keluarganya,

ingin memperbaiki hubungan, serta ingin keluarganya tetap utuh.

Dalam penanggulangannya, Tindak Pidana KDRT dibagi menjadi
upaya penal dan non penal. Pada upaya penal terdapat proses yang dimulai dari
laporan kepada pihak kepolisian, lalu dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan
dilimpahkan ke kejaksaan, untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan.

Bentuk upaya non penal antara lain penyuluhan, pemberian edukasi tentang

" Tribun News, “Nindy Ayunda Ceritakan Kronologi KDRT yang Dialaminya, Kekerasan
Verbal Membuatnya Terpuruk”, https://www.tribunnews.com/seleb/2021/08/11/nindy-ayunda-
ceritakan-kronologi-kdrt-yang-dialaminya-kekerasan-verbal-membuatnya-terpuruk, (Diakses pada
tanggal 16 November 2021).


https://www.tribunnews.com/seleb/2021/08/11/nindy-ayunda-ceritakan-kronologi-kdrt-yang-dialaminya-kekerasan-verbal-membuatnya-terpuruk
https://www.tribunnews.com/seleb/2021/08/11/nindy-ayunda-ceritakan-kronologi-kdrt-yang-dialaminya-kekerasan-verbal-membuatnya-terpuruk
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pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mediasi penal, upaya
pemulihan kekerasan dalam rumah tangga untuk korban dan wajib lapor untuk

pelaku.8

Penelitian yang penulis angkat dapat ditarik bahwa, perlu adanya
pendampingan khusus atau penanganan khusus dalam menanggulangi tindak
pidana KDRT oleh berbagai lapisan masyarakat dan seluruh pihak.
Diperlukannya kesadaran yang tinggi dan penegakkan aturan secara serius agar
masalah sosial seperti ini dapat diminimalisir secara baik. Beberapa instansi
yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab atas penegakkan hukum dan
mendukung terwujudnya perlindungan serta penanggulangan tindak pidana
KDRT ini adalah Institusi aparat seperti Kepolisian, yang didukung oleh
instansi lain seperti Non Goverment Organitation yang bergerak pada bidang

ini, juga perlu adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang tersebut, penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam terkait
permasalahan diatas, dengan mengangkat skripsi yang berjudul: “ANALISIS
HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

SECARA VERBAL SEBAGAI HIDDEN CRIME™.

18 Akbar Syahlevi Agung, “Analisis Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dilakukan Suami Terhadap Sitri (Studi di Polresta Bandar Lampung)”,, Jurnal Hukum Universitas
Lampung, 2017. him. 9
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang disampaikan diatas,
maka penulis dapat merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

a. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Verbal Sebagai Hidden Crime?

b. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Verbal Sebagai Hidden Crime?

c. Apakah yang Mempengaruhi Pengungkapan KDRT Secara Verbal Sebagai
Hidden Crime?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas, penelitian ini
bertujuan untuk:

a. Mengetahui dan Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Verbal
Sebagai Hidden Crime.

b. Mengetahui dan Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban.

c. Mengetahui dan Menganalisis Perihal Faktor yang Mempengaruhi Dalam

Pengungkapan KDRT Secara Verbal Sebagai Hidden Crime.
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D. Manfaat Penelitian
Adapun yang merupakan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis:

Diharapkan dapat membuka wawasan serta menambah ilmu
pengetahuan penulis, rekan-rekan mahasiswa, dan juga semua pihak yang
membaca penelitian ilmiah di bidang hukum, terkhususkan hukum pidana,
terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga secara verbal sebagai hidden crime. Dimana kita mengetahui bahwa
kejahatan ini dilakukan dalam ruang lingkup keluarga yang rumit untuk
dideteksi, dan juga dapat menghambat kemajuan kondisi sosial peradaban
masyarakat.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi khalayak ramai, diharapkan kajian ini dapat bermanfaat dan
memberi wawasan beserta pengenalan bahwa KDRT merupakan suatu
persoalan tindak pidana yang bersifat public, bukan merupakan suatu
persoalan privat.

b. Bagi masyarakat, diharapkan memberikan sosialisasi bagi masyarakat
agar lebih terbuka untuk menyuarakan aspirasi atau melakukan
pelaporan terhadap kasus seperti ini, tidak ada rasa takut lagi untuk
menyuarakan tindak pidana KDRT ini. Dan diharapkan masyarakat

lebih aware terhadap sekitarnya akan terjadinya tindak pidana kdrt ini.
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c. Bagi seluruh keluarga beserta anggota nya, diharapkan dapat
mengetahui perlindungan hukum beserta aturan perundang-undangan
terhadap tindak pidana KDRT ini, beserta hak dan kewajibannya.

d. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum, diharapkan dapat lebih
concern atau perhatian dalam tindak pidana KDRT ini. Terlebih untuk
perlindungan hukumnya bagi korban, penegakkan hukumnya, beserta
sosialisasi nya Bersama masyarakat. Diharapkan pemerintah beserta
aparat lebih serius dalam menanggapi tindak pidana beserta
permasalahan sosial ini.

E. Ruang Lingkup

Terkait penyusunan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup apa
saja yang akan dibahas, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana dari pelaku
KDRT, perlindungan korban KDRT, beserta faktor apa saja yang
mempengaruhi dalam penegakkan hukum pidana dari tindak pidana KDRT
secara verbal sebagai Hidden Crime. Penulis juga menyertakan sebuah contoh
kasus tentang terjadinya KDRT secara verbal sebagai hidden crime, yaitu
diambil dari Putusan Nomor 153/PID.SUS/2019/PN BY, sebagai penunjang
analisis dalam pertanggungjawaban dari Tindak Pidana KDRT ini secara
komprehensif, faktor-faktor apa saja yang menjadi pertanggungjawaban dari
kasus ini, juga dampak bagi korban tindak pidana KDRT secara verbal sebagai

Hidden Crime ini.
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F. Kerangka Teori

1) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai responsibility,
atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya
tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga
menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh
suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini
dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan memenubhi
keadilan.!® Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk
menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa
dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan
kata lain pertanggungjawaban pidana adalah salah satu bentuk yang

menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu
dikaitkan dengan mens rea dam pemidanaan  (punishment).
Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan
yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagi fungus,
fungsi disni pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana
sehingga pertanggubgjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial
sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu

pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan

19 Mahrus Hanafi, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, cetakan pertama, (Jakarta :
Rajawali Pers, 2015), him. 16
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dengan mens rea, bahwa pertanggungjawban pidana dilandasi oleh keadaan
suatu mental yaitu sebagi suatu pikiran yang salah (a guilty mind). Guilty
mind mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu
seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki
pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab.
Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka
pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (no guilty
mind) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak

dipidanaya pembuat.

2) Teori Perlindungan Hukum
Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pihak pemerintah dalam
suatu negara melalui sarana-sarana hukum yang tersedia. Termasuk
membantu subyek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan
kewajibannya serta dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh
prasarana dan sarana untuk memperoleh hak-haknya. Pemerintah yang
merepresentasi negara, sebagaimana tujuan negara itu sendiri maka
pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk
melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam

makna perlindungan hukum.
Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan
alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara

mengalokasikan kekuasaanya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka
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kepentinggannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Fitzgerald
menjelaskan :

“That the law aims to integrate and coordinate various interests
in society by limiting the variety of interests such as in a traffic

interest on the other”2°

[Bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan berbagi kepentingan dalam masyarakat
dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena
dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap
kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara
membatasi kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum yang
ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang

mendasarinya].

Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya
pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang
memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui strategi dan kebijakan.
Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan
dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum.

3) Teori Viktimologi

Viktim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau
penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas
perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana

dan lainnya. Selaras dengan pendapat tersebut adalah Arief Gosita yang

20 JP. Frtzgerald, salmond on Jurisprudenc e, (London : Sweet & Mazwell, 1966), him. 53.
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menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah Mereka yang
menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang
mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan
kepentingan dan hak asasi yang menderita. Viktimologi dengan berbagai
macam pandangan nya memperluas teori-teori Etiologi Kriminal yang
diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu Viktimisasi
yang struktural maupun non struktural secara lebih baik, selain pandangan-
pandangan dalam Viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani
setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik dan sosial. Manfaat

Viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut:

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan
korban, apa artinya Viktimisasi dan proses Viktimisasi bagi mereka yang

terlibat dalam proses Viktimisasi.

2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang
korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental,
fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban,
tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan
dan peran korban serta hubungan nya dengan pihak pelaku serta pihak lain.
Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan
pencegahan terhadap berbagai macam Viktimisasi, demi menegakan
Keadilan dan meningkatkan kesejahteraan meraka yang terlihat langsung

dalam eksistensi suatu Viktimisasi.
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3. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak
dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya
berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang
penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non
struktural. Tujuan nya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar

menjadi lebih waspada.

4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan Viktimisasi yang tidak
langsung misalnya, efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat
penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada
setiap orang, akibat polusi industri terjadinya Viktimisasi ekonomi, Politik
dan Sosial setiap kali seorang pejabat menyalah gunakan jabatan dalam

Pemerintahan.

5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian
Viktimisasi Kriminal. Pendapat-pendapat Viktimologi dipergunakan dalam
keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap
pelaku kriminal mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan

kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

J.E Sahetapy mengartikan Viktimisasi sebagai penderitaan baik fisik
maupun Psikis atau Mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Perbuatan
yang dilakukan oleh orang perorang, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas
tertentu, bahkan juga pihak Pemerintah, sehingga korban bukan saja

perorangan, melainkan sekelompok orang atau komunitas tertentu atau
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sebagian rakyat yang menderita, bukan saja secara fisik melainkan inklusif
dalam arti finansial, Ekonomi, sosial, agama dan dalam arti Psikis secara luas.
Lebih lanjut, J.E Sehatapy berpendapat bahwa dengan demikian maka

paradigma Viktimisasi meliputi:

1. Viktimisasi Politik, dapat dimasukan aspek penyalahgunaan kekuasaan,
perkosaan, HAM, campur tangan TNI diluar fungsinya, terorisme,

intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala Internasional.

2. Viktimisasi Ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara
pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau

yang merusak kesehatan, termasuk aspek Lingkungan.

3. Viktimisasi Keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan terhadap Istri dan anak

dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri.

4. Viktimisasi Media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius,

alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain.

5. Viktimisasi Yuridis, dimensi ini cukup luas baik yang menyangkut aspek
peradilan dan lembaga permasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi
diskriminasi  perundang-undangan, termasuk menerapkan Hukum
kekuasaan dan Stigmatisasi kendap itu sudah diselesaikan aspek

peradilannya.

Menurut Wolfgang melalui penelitiannya, yang menemukan bahwa

korban turut serta atau berperan dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban
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sebenarnya disebabkan oleh keinginan tak sadar dari sang korban sendiri untuk

bunuh diri, setidak-tidaknya mencelakakan diri sendiri.

Teori-teori Viktimologi Kontemporer, antara lain:

a. Situated Transaction Model, dalam Hubungan interpersonal kejahatan dan
Viktimisasi pada dasarnya adalah kontes karakter yang tereskalasi, mulanya

adalah konfilk mulut yang meningkat menjadi konflik fisik yang fatal.

b. Threefold Model (Benjamin dan Master), kondisi yang mendukung
kejahatan terbagi 3 kategori, preciptitating factors, attracting factors,

predisposing (atau socio demographic) factors.

c. Routine Activities Theory (Cohen dan Felson ), kejahatan dapat terjadi ketika
terdapat tiga kondisi sekaligus yakni, target yang tepat, pelaku yang

termotivasi dan ketiadaan pengamanan.

Teori Viktimologi Kritis, melihat bahwa Viktimisasi yang terjadi akibat
adanya struktur yang tidak adil, timpang dan represif, Negara pemerintah dan
aparat-aparatnya juga menciptakan aneka Viktimisasi baik fisik maupun
nonfisik terhadap rakyatnya. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih
baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang
menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuan nya adalah untuk
memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan
hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan
kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang

dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaan nya, profesinya dan lain-
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lainnya. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar orang
lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman juga
meliputi pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan
bagaimana menghindari bahaya. Objek studi atau ruang lingkup Viktimologi

atau ruang lingkup Viktimologi, adalah sebagai berikut:
Teori-teori Etiologi Viktimisasi kriminal:

1. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu Viktimisasi
Kriminal atau Kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat,

pembuat Undang-Undang, Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dan sebagainya.
2. Reaksi terhadap suatu Viktimisasi Kriminal.

3. Respon terhadap suatu Viktimisasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu
Viktimisasi atau Viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut

(ganti kerugian) dan pembuatan peraturan Hukum yang berkaitan.
4. Faktor-faktor Viktimogen/Kriminogen.

G. Kerangka Konseptual
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Pasal 1
menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
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pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam
lingkup rumah tangga. Untuk lebih terarah dalam memberikan maksud
“kekerasan” dalam keluarga dilihat dari kaca mata hukum Islam, maka
terlebih dahulu diuraikan “kekerasan” itu sendiri secara umum.

Dalam kamus Indonesia, kekerasan diberi pengertian tiga: Pertama
suatu perihal (yang bersifat/berciri) keras. Kedua, perbuatan seorang atau
sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik dan barang orang
lain. Ketiga kekerasan diartikan sebagai paksaan, ini dari segi etimologi.
Sedangkan kata “violence” dalam bahasa Inggris, keduanya memiliki
konsep yang berbeda. Kata “violence” di sini diartikan sebagai suatu
serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental
psikologis seseorang.

Inu Wicaksono dalam Mardiyati menyatakan bahwa kekerasan
dalam rumah tangga adalah perilaku menyakiti dan mencederai secara fisik
maupun psikis emosional yang mengakibatkan kesakitan dan distress
(penderitaan subyektif) yang tidak dikehendaki oleh pihak yang disakiti
yang terjadi dalam lingkup keluarga (rumah tangga) antar pasangan suami
isteri (intimate partners), atau terhadap anak-anak, atau anggota keluarga
lain, atau terhadap orang yang tinggal serumah (misal, pembantu rumah

tangga).
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Menurut Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5
dinyatakan bahwa dalam berkeluarga dilarang keras melakukan tindak
kekerasan. Pada Pasal 6, 7, 8, dan 9 dijelaskan bentuk kekerasan dalam
rumah tangga, diantaranya adalah:

1. Kekerasan fisik Kekerasan fisik adalah perbuatan yang
mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. Kekerasan psikis Kekerasan psikis adalah perbuatan yang
mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan
psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual Kekerasan seksual meliputi
a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang

yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut.

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam
lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan
komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga Setiap orang dilarang menelantarkan
orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang
berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib
memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang
tersebut.

Sedangkan dalam buku Hukum Islam disebutkan beberapa bentuk

KDRT, diantaranya:
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. Kekerasan seksual: memaksa melakukan hubungan seksual,

memaksa selera seksual sendiri, dan tidak memperhatikan

kepuasan pihak istri.

. Kekerasan fisik: memukul/melempar, meludah, menjambak,

menendang, dan lain sebagainya.

. Kekerasan ~ ekonomi:  tidak memberi uang  belanja,

memakai/menghabiskan uang istri.

. Kekerasan emosional: mencela, menghina, berbicara agak kasar,

mengancam/manakut-nakuti  sebagai  sarana  memaksakan

kehendak, dan sebagainya.

Faktor Penyebab KDRT vyaitu:

1) Budaya patriarkhi, yakni bahwa laki-laki adalah superior dan

2)

perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan
mengontrol perempuan.

Interpretasi yang Kkeliru atas ajaran agama sering laki-laki
menginterpretasikan “pemimpin” sebagai pembolehan mengontrol dan

menguasai istrinya.

Pengaruh role model pada Anak laki-laki yang tumbuh dalam

lingkungan keluarga yang ayah suka memukul/kasar kepada ibunya

cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya. Secara umum

faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat

digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang datang dari luar diri pelaku
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kekerasan. Seorang pelaku yang awalnya bersifat normal atau tidak
memiliki perilaku dan sikap agresif bisa saja mampu melakukan tindak
kekerasan jika dihadapkan dengan situasi dibawah tekanan (stress),
misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan atau perselingkuhan atau
ditinggalkan pasangan atau kejadian-kejadian lainnya. Sedangkan faktor
internal adalah faktor yang bersumber pada kepribadian dari dalam diri
pelaku itu sendiri yang menyebabkan ia mudah sekali terprovokasi
melakukan tindak kekerasan, meskipun masalah yang dihadapinya tersebut
relatif kecil.

Maka penulis dapat simpulkan dari penjelasan diatas, bahwa
Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kekerasan yang dilakukan
dalam ruang lingkup keluarga atau ruang lingkup privat, yang merupakan
suatu tindakan meliputi kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian ini pada KDRT
secara verbal, yang merupakan bentuk KDRT yang memiliki dampak secara
psikologis dan dapat juga memiliki bentuk berupa ancaman, intimidasi,
perkataan yang menekan korban, ancaman verbal dengan perkataan kotor,
dan segala upaya KDRT yang bersifat perkataan atau verbal. KDRT secara
verbal ini juga dapat digunakan oleh pasangan untuk merendahkan harkat

dan martabat pasangannya, yang secara langsung merupakan perbuatan
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melawan hukum pada ranah privat (keluarga) dan merupakan suatu

kejahatan dalam ranah domestic.

2. Kejahatan Terselubung (Hidden Crime)

Meskipun telah disebutkan bahwa kejahatan yang diketahui oleh
polisi adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, namun
kejahatan yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak.
Selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat
dengan jumlah kejahatan yang diketahui polisi disebut kejahatan
tersembunyi (hidden crime).Sebenarnya tidak ada satu orangpun kejahatan
yang terjadi di masyarakat, namun kejahatan terselubung itu pasti terjadi
adanya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan
terselubung (hidden crime) dalam masyarakat, antara lain :

1. Dari pihak pelaku:
a. Pelaku melarikan diri.
b. Pelaku lihai menghilangkan jejek.
c. Adanya privilege (hak-hak istimewa) seperti misalnya mempunyai
uang yang banyak, memiliki kedudukan yang tinggi, dan lain-lain.
2. Dari pihak Korban :
a. Korban kejahatan kadang-kadang menganggap bahwa tidak begitu

penting melaporkan kejadian itu.
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Korban kadang-kadang mempunyai hubungan baik dengan pelaku
kejahatan.

Korban menghindari publikasi mengenaai dirinya (malu), seperti
dalam kasus pemerkosan.

Korban menghindari selalu dipanggil oleh polisi karena hal itu
dianggap sangat mengganggu.

Korban mungkin diancam oleh pelaku kejahatan.

Korban mungkin terlibat di dalam kejahatan tersebut. Misalnya
dalam kasus perjudian.

Korban tidak cocok dengan sistem penghukuman yang ada.

Korban beranggapan bahwa meskipun hal itu dilaporkan, polisi tidak

akan mampu menangkap pelakunya.

3. Dari pihak kepolisian:

a.

C.

d.

Pihak kepolisian tidak mau menangkap pelaku kejahatan karena
bukti-bukti yang sangat minim.

Kejahatan yang dilaporkan setelah diadakan penyelidikan, ternyata
bukan merupakan tindak pidana.

Petugas tidak jujur.

Pihak kepolisian tidak profesional.

e. Sarana yang tersedia kurang memadai.

4. Dari pihak masyarakat :

a. Masyarakat acuh tak acuh.

b. Takut kepada pelaku kejahatan.
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c. Takut dianggap terlibat dalam kejahatan.
d. Masyarakat beranggapan hanya membuang-buang waktu dengan

malaporkan kejadian yang terjadi.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa, kejahatan terselubung atau
Hidden Crime merupakan segala bentuk kejahatan yang tidak terlaporkan
atau tidak tercatat akibat dari beberapa faktor yang dapat dilihat di atas. Dari
penjelasan di atas, hubungan dengan penelitian ini adalah KDRT secara
verbal, dapat disebutkan sebagai kejahatan yang tergolong sebagai Hidden
Crime. Hal ini dikarenakan dari beberapa faktor, faktor dari korban yaitu
korban takut untuk berbicara atau meminta perlindungan pada ruang publik
akibat dari stigma lama yang menyebutkan bahwa urusan keluarga
merupakan urusan privat, lalu dapat dipengaruhi juga oleh faktor aparat
penegak hukum, dan terakhir adalah faktor masyarakat yang kurang
mengerti atau open minded akan Tindak Pidana KDRT, dimana biasanya
ada stigma dalam masyarakat bahwa tidak baik untuk mencampuri urusan
keluarga lain, dan kesulitan masyarakat untuk melakukan pembelaan

dikarenakan anggapan ruang privat tadi.
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H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah penelitian
hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan
penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data
sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori

hukum, dan juga dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Pendekatan Penelitian
Adapun penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan
beberapa pendekatan, diantaranya sebagai berikut :
A. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Salah satu pendekatan dengan melakukan pengelolaan dengan
cara menelaah dan mempelajari keseluruhan perundang-undangan serta
pengaturan yang berkorelasi dengan isu hukum yang sedang diangkat.
Pendekatan perundang-undangan memberikan peluang untuk peneliti
dalam upaya mengkaji adanya korelasi serta kesesuaian antar
peraturan.?

B. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan Kasus (case approach) adalah salah satu jenis

pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba

membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang

21 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Surabaya : Kencana, 2005),
him.133-134.
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terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus
atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis
pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta
jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan
prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan
telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang
dihadapi. Salah satu kasus yang penulis ambil sebagai bahan analisis
dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 153/P1D.SUS/2019/PN BY.
Putusan ini digunakan sebagai suatu contoh konkrit bahwa Tindak
Pidana ini benar-benar terjadi di Indonesia. Penulis juga mengambil
kasus ini untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban pidananya, apa
saja unsur-unsur pertanggungjawabannya, dampak yang ada pada
korban, serta kasus konkrit itu sendiri yang menjadi contoh Tindak
Pidana KDRT secara verbal ini terjadi di Indonesia.
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data Skunder, data
skunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan
hukum tersier.
Bahan Hukum Primer:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
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11.

12.
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Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Rl Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan
Saksi dan Korban.

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of
Discrimination Against Women/Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) Tahun 1979.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR/Deklarasi Universal
terhadap Hak Asasi Manusia) Tahun 1948.

United Nations Convention on the Rights of the Child(UN-
CRC/Konvensi Hak-Hak Anak) Tahun 1989

The United Nations Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Tahun 1985.

UU Nomor 5 Tahun 1998 Ratifikasi Terhadap Aturan Anti
Kekejaman, Penyiksaan, Penanganan, atau Penghukuman yang
Kejam, Tidak berperikemanusiaan, dan Merendahkan Martabat.
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi

Tentang Hak-Hak Anak).
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13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Perempuan.

14. INPRES Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender.

15. Putusan Nomor 153/PID.SUS/2019/PN BYL.

a. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bagian berupa pendukung serta
menguatkan materi hukum primer kemudian digunakan untuk
menjabarkan materi hukum primer yang menjadikan peneliti mudah
dalam meneliti serta mengkaji dan memberikan pemahaman secara
komprehensif.?? Dalam hal ini dapat berupa buku, jurnal yang memiliki
kaitan dengan persoalan yang akan dikaji serta diteliti.

b. Bahan Hukum Tersier, merupakan sebuah materi yang menjabarkan
perihal materi hukum primer ataupun sekunder yang berasal dari kamus,

ensiklopedia, surat kabar, majalah, dan sebagainya.??

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengkoleksian materi hukum yang penulis gunakan yakni
mempergunakan Teknik kepustakaan (Library research). Teknik
kepustakaan adalah kegiatan dalam pengolahan data dengan cara

menginventarisasi data pustaka, kemudian dibaca dan ditelaah bahan

22S0erjono Soekanto dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hIm.23
23 |bid., him.33.
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penelitian tersebut. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan

dalam rangka memperoleh data penelitiannya.?*

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Pendekatan kualitatif digunakan dalam menganalisis penelitian ini
yang menyajikan data deskriptif-analitis, yakni merupakan pernyataan dari
sasaran yang terpadu baik secara tertulis maupun tidak serta logis.?®> Bahan
setelah diperoleh dalam penelitian terkumpul serta kemudian dikaji secara
deskriptif analitis yakni dengan melakukan penguraian dari data yang
didapatkan kedalam bentuk kalimat yang tersusun istematis kemudian
ditarik suatu konklusi.?®
6. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan merupakan suatu hasil akhir dari penelitian yang
digunakan dalam rangka menganalisis, mencari inti dari data yang ada
kemudian digunakan agar didapatkan suatu kesimpulan dari pertanyaan
yang telah dirumuskan. Skripsi ini menggunakan penarikan kesimpulan
secara deduktif, yakni cara yang mendasarkan perihal yang bersifat awam,
lantas ditarik suatu konklusi yang bersifat partikular yang sesuai pada

kerangka rumusan masalah yang ada.?’

2Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Obor Nasional, 2004),
him. 2-3

%5 Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta : Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2005), hIm.67

% Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002),
him.17

2’Surakhmad Winarmo, Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian llmiah
Dasar Metode Tekhnik, (Bandung : Tarsio), 1994, him.17
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I. Sistematika Penulisan

BAB | : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Tinjauan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup,
Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

pada pendahuluan dalam skripsi ini.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup uraian terhadap Tinjauan Pustaka yang akan
menjelaskan  secara komprehensif pada kerangka teori

permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB Ill : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian normatif dalam
skripsi. Pembahasan berisikan tentang perlindungan hukum dari
korban KDRT secara verbal, analisis hukum tentang korban
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara verbal sebagai
hidden crime, kendala penegakkan hukumnya, beserta

pertanggungjawaban pidananya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan uraian tentang
kesimpulan dan saran terhadap semua permasalahan yang telah

dibahas di dalam penelitian skripsi ini
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